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BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Eksistensi peraturan yang berkaitan dengan pemberian kredit kepada

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah belum mampu memaksa Bank untuk

mengeluarkan Kredit kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, pertama

karena Sanksi dari peraturan yang berlaku saat ini juga mempengaruhi

akses kredit dari Bank kepada UMKM, Pasal 13 ayat (2) Peraturan Bank

Indonesia Nomor 17 / 12 / 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank

Indonesia Nomor 14 / 22 / PBI / 2012 Tentang Pemberian Kredit atau

Pembiayaan Oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam Rangka

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah hanya bersifat sanksi

administratif berupa teguran tertulis. Sanksi tersebut tidak sebanding

dengan Pasal 2 ayat (1) yang mengatakan setiap Bank Umum wajib

memberikan Kredit atau Pembiayaan kepada UMKM. Kedua karena

sosialisasi juga merupakan salah satu faktor yang menghambat akses kredit

dari Bank kepada pengusaha UMKM, karena bagaimana mungkin

pengusaha dapat memohon layanan kredit ke Bank Umum jika masuk ke

dalam Bank saja mereka belum pernah. Jika, sosialisasi kredit usaha mikro,

kecil dan menengah dilakukan secara merata maka program kredit dari

Pemerintah yang dilaksanakan oleh Bank juga akan berjalan. Meskipun
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nilai bunga kecil, namun tanpa adanya sosialisasi atau pengenalan, program

tersebut tidak akan pernah berjalan.

B. Saran

Perlu adanya suatu pengaturan sanksi yang lebih tegas terhadap

Bank Umum, agar pengaturan tersebut dapat lebih mendorong Bank untuk

menyalurkan kredit kepada masyarakat khususnya terhadap usaha mikro,

kecil dan menengah karena Bank adalah sebagai penyalur kredit utama

kepada masyarakat yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Bank

harus lebih bersosialisasi tentang adanya program kredit dari pemerintah,

karena tanpa adanya sosialisasi program apapun yang dibuat oleh

pemerintah tidak akan dapat berjalan dengan efektif. Sehingga dapat

mendorong akses kredit dari Bank kepada pengusaha mikro, kecil dan

menengah.
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